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MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008

Menimbang

Mengingat

. d.

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan penghapusan
Kendaraan Dinas dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo,
perlu adanya mekanisme yang mengatur penghapusan kendaraan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Mekanisme Penghapusan Kendaraan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



























hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan dituangkan dalam

bentuk Berita Acara;

. gubernur menetapkan keputusan penjualan kendaraan

perorangan dinas dengan lampiran keputusan yang memuat

antara lain :

1. nama dan jabatan pembeli;

2. data mengenai kendaraan;

3. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;

4. harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. harga yang ditetapkan;

6. jumlah harga yang harus dibayar pembeli.

. setelah penetapan penjualan, dibuat Surat Perjanjian Jual Beli

Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oleh

Pengelola atas nama Gubernur;

apabila ada perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas

kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas

sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani;

. surat Perjanjian Jual beli harus memuat :

1. besarnya setoran tunai atas harga jual kendaraan dimaksud;

2. selama sebelum disetor, kendaraan perorangan dinas
tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik
Pemerintah Daerah;

3. pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.

. dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk

kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat

disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan;

semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun

terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus

disetor ke Kas Daerah;

setelah harga jual kendaraan perorangan dinas disetor, maka

dikeluarkan Keputusan Gubernur yang menetapkan penjualan

Kendaraan Perorangan Dinas;

. berdasarkan keputusan Gubernur diatas, maka pejabat pembeli

kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama

Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



I. gubernur, wakil gubernur dan pimpinan dewan perwakilan
rakyat Daerah baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan
perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak saat pembeliannya yang pertama;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini tidak berlaku untuk kendaraan yang dipinjam
pakai oleh instansi vertikal, termasuk TNI, Polri atau pihak lainnya.

Pasal 8
Prosedur Penghapusan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan setelah kendaraan dinas
dimasing-masing SKPD telah menyesuaikan nomor kendaraan dinasnya
sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengaturan
Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Gorontalo.

Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Gorontalo
PAN, pada tanggal 23 April 2008
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